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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam dan
Kanonik Roma Tentang Perkawinan Beda Agama” adalah hasil penelitian
perpustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum
Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama, serta persamaan dan
perbedaannya pada kedua hukum tersebut.

Data penelitian yang digunakan, dihimpun melalui pembacaan buku-buku,
skripsi-skipsi yang beftema serupa, atau artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan
pustaka, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif komparatif dengan
menggunakan pola deduktif dan induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan
dan membandingkan data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari persamaan
dan perbedaatinya, tanpa menggunakan model matematik statistik, dengan
menguraikannya dari rumusan masalah yang bersifat umum pada rumusan masalah
yang bersifat khusus dan sebaliknya.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan
beda agama, khusus pada perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan
non Muslim ahli kitab. Kebolehan ini juga berlaku dalam agama Katolik. Hanya
saja, Kanonik membolehkan umat Katolik, baik laki-laki ataupun perempuan untuk
melakukan perkawinan beda agama. Pembolehan dalam kedua hukum ini tidak
terlepas dari ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Islam menekankan
bahwa laki-laki Muslim itu harus dominan pada agamanya dan tidak mempunyai
kekhawatiran mengenai keselamatan iman dan agidahnya serta aqgidah anak-anaknya
kelak. Sedangkan Kanonik mengajukan beberapa persyaratan yang lebih rinci,
dengan mengharuskan pihak Katolik berjanji akan tetap berpegang pada imannya
dan mengusahakan dengan sungguh-sungguh akan pembaptisan dan pengajaran
anak-anaknya dalam agama Katolik. Kedua hukum ini juga menekankan untuk
melakukan peneguhan perkawinan menurut hukum agamanya, bukan hukum agama
pasangannya. Selain itu, ada persamaan di antara kedua hukum tersebut mengenai
rukun perkawinan, dan sebagian syarat perkawinan. Sedangkan perbedaannya
terletak pada definisi perkawinan beda agama, dan beberapa syarat dalam
perkawinan.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada orang-orang yang akan
melakukan perkawinan beda agama agar memahami terlebih dahulu mengenai hal-
hal yang harus dikompromikan, schingga tidak menimbulkan masalah di kemudian
hari, terutama bagi beberapa hal-hal yang bersifat prinsip. Selain itu, para pembuat
hukum disarankan untuk lebih melihat fenomena yang terjadi schingga bisa
menghasilkan jalan keluar yang tidak menimbulkan permasalahan baru.
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keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan

keluarga satu dengan lainnya.

Hukum keluarga merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh
agama Islam. Hal ini wajar, karena perkawinan akan menimbulkan dampak hukum di
kemudian harinya, seperti pada nasab (keturunan), wali, pembagian harta, dll.
Ketentuan hukum perkawinan ini dipandang sangat penting mengingat banyaknya
ayat hukum dalam al-Quran yang mengatur masalah kell;arga, termasuk

perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana reproduksi demi
keberlangsungan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Di samping itu,
perkawinan merupakan sebuah media yang bisa memenuhi kebutuhan manusia, baik
itu kebutuhan lahir (biologis) maupun kebutuhan batin yang bisa tersalurkan dengan
jalan yang halal dan mulia, sehingga terlihat bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut
tidak dinafikan begitu saja. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri,
yaitu:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan

2. Mewujudkan satu keluarga dengan dasar cinta kasih

3 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
1997),2



3. Memperoleh keturunan yang sah.*

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah, karena pada dasarnya
makhluk hidup memang diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan yang

tertera dalam al-Quran:
’, 250, & - o ‘_ o - . ® E Y BN /‘) s (0, r.’r. ¢ ', PARY

Maha suci Tuban yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari
apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak

mereka ketahui®

Pengaturan masalah perkawinan ini juga diperhatikan oleh agama Katolik. Hal
ini dapat dilihat pada banyaknya aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh agama
Katolik, seperti terangkum dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur secara
lengkap dan terperinci tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan

perkawinan itu.

Bagi orang-orang yang dibaptis Kristen, hak untuk menikah tidak dipahami dan
dilaksanakan secara hal natural semata-mata, melainkan juga sebagai panggilan serta
perutusan istimewa. Anggota Gereja Kristus menganggap perkawinan sebagai

sesuatu yang disatukan dalam karya perutusan Gereja, yang dipercayakan oleh

* Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, Cet.
11, 1986), 12 _

5 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an Dan Terjemahnys, (Semarang: PT Tanjung Mas
Inti Semarang, 1992), 710.



Kristus Tuhan untuk dilaksanakan di dunia. Perkawinan ini dianggap sebagai
perintah dari Tuhan untuk membangun perseckutuan menurut “gambar dan
kesamaan” Sang Pencipta. Bahkan laki-laki dan perempuan dipanggil dan diutus

oleh Sang Pencipta untuk bersatu, beranak cucu dan bertambah banyak.’

Agama Katolik juga menganggap bahwa perkawinan adalah kudus, ikatan erat,
dan tidak terceraikan.’ Kitab Hukum Kanonik mengambarkan perkawinan dalam
Kan. 1055 - $ 1. yaitu: ” Pejanjian (feodus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki
dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh
hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami isteri (bonum
coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis,

oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.®

Dalam hal ini, menurut Dr. Josef Konigsmann, ada dua hal yang diutamakan

dalam Kanon 1055, yaitu:

a. Perjanjian perkawinan adalah kontrak yang sah dan sakramen (Matrimoniale
Foedus est contractus validus et sacramentum)

b. Tujuan perkawinan (Finis matrimonii)
Tujuan perkawinan diarahkan pada kesejahteraan suami isteri serta kelahiran

dan pendidikan anak.

¢ Alif Catur Raharso, Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik, Malang: Dioma, 2006, h.
139-140
7 Ichtiyanto, Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang
Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 128

® Konferensi Waligereja Indonesia, Kitab Hukum Kanonik, (Jakarta: KWI, Cet. II, 2009), 286



Akan tetapi, ada beberapa hal yang sampai sekarang masih menjadi
permasalahan bagi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan beda agama.
Permasalahan ini dapat dilihat secara implisit pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Perkawinan yang menerangkan bahwa tiap-tiap agama mempunyai aturan hukum
tersendiri mengenai perkawinan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakvkan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.’ Hal ini diperjelas lagi
dengan pasal 8 (huruf f): “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: £ mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.'°

Mengenai penjabaran pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini, Prof . Dr.

Hazairin, SH, mengemukakan hal sebagai berikut:

“Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar
hukum agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang
Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk suatu sahnya
perkawinan itu, haruslah memenuhi ketentuan hukum agamanya dan
kepercayaannya”.'!

Sebelum Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku sebagai hukum
perkawinan universal di Indonesia, terdapat beberapa aturan hukum perkawinan
yang terbentuk karena penggolongan yang dibuat oleh Belanda. Hal itu menjadikan
Indonesia mengalami pluralitas hukum perkawinan yang mempunyai berbagai

macam aturan hukum, yaitu:

‘:oWacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, (Tanpa Kota: WIPRESS, 2007), 2
Ibid, 4
"' Sution Usman Adji, Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, Cet. II, 2002), 28



1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam yang berlaku adalah hukum
agama yang telah diresipir dalam hukum adat

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat

3. Bagi orang-orang Indomesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCI
(Huwelfjks Ordonantie Christen Indonesis) Stbld. 1933 No. 74

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina
berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan

5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia
keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka

6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan

yang disamakan dengan mereka berlaku Undang-undang Hukum Perdata.'?

Setelah Undang-undang Perkawinan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974
dalam Lembaran Negara No. 1 tahun 1974, maka secara otomatis Indonesia
mengalami unifikasi hukum perkawinan dan meniadakan hukum-hukum
sebelumnya. Pernyataan ini didukung oleh pasal 66 Undang-undang Perkawinan:
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini
ketentvan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks

Ordonantie Christen Indonesiers S.’/933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran

2 mid, 113-114
13 Eoh, Perkawinan Antar Agama..., 4



(Regeling op de Germengde Huwelijken S.°/898 No. 158), dan peraturan-peraturan
lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang

ini, dinyatakan tidak berlaku’."*

Adapun perkawinan campuran yang ada dalam Undang-undang Perkawinan
hanya merujuk pada perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.
Keterangan ini disebutkan dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan: “Yang
dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena
perbedaan kewargancgaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan

salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia’ .’

Akan tetapi, walaupun tidak ada pengaturan perkawinan beda agama di dalam
Undang-undang Perkawinan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena

perkawinan tersebut masih saja terjadi.

Adapun kedua agama di atas, yakni agama Islam dan Katolik, mempunyai

pandangan yang berbeda tentang perkawinan beda agama, yaitu:

1. Agama Islam
Pada prinsipnya Islam tidak memperkenankan terjadinya perkawinan beda

agama sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah: 221. Akan tetapi bagi laki-

' Wacana Intelektual, Undang-undang. .., 19
Y Ibid, 16



laki Muslim masih diperkenankan melakukan perkawinan beda agama berdasarkan
Q.S al-Maidah: 5 dengan persyaratan bahwa perkawinan itu dilakukan dengan
perempuan non Muslim ahli kitab.' o

2. Agama Katolik

Perbedaan agama dalam Katolik menjadi salah satu halangan perkawinan.
Gereja menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik
dengan orang yang bukan Katolik dan tidak dilakukan menurut hukum agama
Katolik dianggap tidak sah.'” Akan tetapi, dalam KHK 1125'" Uskup dapat
memberikan dispensasi perkawinan beda agama karena sebab-sebab tertentu.

Uraian di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa ketentuan kedua hukum
agama tersebut sama-sama menekankan persyaratan bagi penganutnya yang akan
melakukan perkawinan beda agama.

Persyaratan yang diajukan oleh agama Islam adalah bahwa pihak Muslim laki-
laki harus benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama isterinya.

Dalam agama Katolik, pihak Katolik harus membuat janji yang menyatakan

bahwa pihak Katolik akan tetap teguh dengan agamanya dan berusaha sekuat tenaga

' Pengertian ahli kitab di sini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam, yakni Yahudi dan
Nasrani. Untuk lebih lengkapnya baca Suhadi, Kawin Lintas Agama, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 39-
42

'” Eoh, Perkawinan Antar Agama...., 118-119

'® KHK 1125 berbunyi: “Izin semacam itu dapat diberikan Ordinaris wilayal, jika terdspat alasan
yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai
berikut...”, Konferensi Waligereja Indonesia, Kitab Hukum..., 300



untuk membaptiskan dan mendidik anaknya dengan ajaran Katolik. Pihak non
Katolik juga harus diberitahu mengenai janji-janji tersebut.'®

Adanya persamaan dalam ketentuan kedua hukum tersebut mengenai
perkawinan beda agama tidak serta merta menghilangkan perbedaan yang ada dalam
aturannya yang lain, yakni bahwa agama Islam tidak mengatur lebih rinci mengenai
hal-hal lain yang harus dilakukan pihak Muslim yang akan menikah dan calon
pasangannya, sedangkan agama Katolik memberlakukannya, seperti adanya
pemyataan berupa janji yang harus dilakukan oleh pihak Katolik dan diketahui oleh
calon pasangannya.

Persamaan dan perbedaan itulah yang menjadi dasar mengapa penulis memilih
dua agama tersebut untuk diteliti dengan mengangkat judul “Studi Komparasi
Antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma Tentang Perkawinan Beda

Agama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari

karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang perkawinan beda agama?

2. Bagaimana ketentuan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama?

' Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja, (Malang: Dioma,
Cet. VIIL, 2009), 62-63



3.

10

Apa persamaan dan perbedaan ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma

tentang perkawinan beda agama?

C. Kajian Pustaka

Kajian mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya menurut

hukum Islam dan Kanonik Roma tidak banyak. Dari tahun 2000, ada dua penelitian

pustaka yang memfokuskan penelitiannya pada hal ini:

L.

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Konsep Perceraian Antara Hukum
Islam Dan Kanonik Roma”*® Skripsi ini mengacu pada perbedaan dan
persamaan konsep perceraian antara dua hukum tersebut. Hukum Islam
membolehkan dan mengatur masalah perceraian dengan rinci supaya
memudahkan pelaksanaannya, sedangkan Kanonik Roma hanya mengenal
istilah pemutusan hubungan perkawinan dan bukan perceraian karena
bertentangan dengan kaidah Injil. Alasannya adalah karena menurut
Kanonik Roma, perkawinan bukanlah hubungan antara manusia semata
akan tetapi merupakan tanda cinta Tuhan terhadap umatNya. Sedangkan
persamaan di antara keduanya adalah bahwa kedua hukum tersebut sama-
sama menentang keras terjadinya perceraian. Walaupun Islam
membolehkannya, akan tetapi itu hanya sebagai jalan darurat. Islam dan

Katolik juga memiliki historis yang sama mengenai perceraian, yaitu sama-

® Ahmad F ajruddin Fatwa, Studi Komparasi Konsep Perceraian Antara Hukum Islam Dan Kanonik
Roma, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2000)
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sama bertujuan untuk lebih memuliakan derajat wanita dengan membuat
aturan perceraian (bagi Islam) dan melarang percerain sama sekali (bagi
Katolik).

2. Skripsi dengan judul “Perkawinan Menurut Islam Dan Kristen”.*! Skripsi
ini mengacu pada konsep perkawinan antara hukum Islam dan Kristen yang
meliputi Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkawinan menurut Islam
adalah sunnatullah, didasarkan pada al-Quran dan hadis. Sedangkan
menurut Kristen, perkawinan adalah penetapan atau peraturan dari Allah,
yang berdasarkan pada al-kitab. Kedua hukum ini mempunyai persamaan
dari sisi dasar hukum perkawinan, wali dan saksi, hikmah, dan tujuan
perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sifat perkawinan dalam
Islam, yakni bersifat monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan
untuk berpoligami. Dalam agama Islam, perceraian juga dibolehkan sebagai
jalan darurat. Sedangkan dalam agama Kristen, perkawinan bersifat

monogami, dan tidak terceraikan.

Kedua penelitian di atas membahas kajian konsep perceraian dan perkawinan
secara umum. Akan tetapi, dari sisi ketentuan hukum perkawinan beda agama
menurut hukum Islam dan Kanonik Roma belum ada yang membahas, sehingga

penulis mengangkat kajian tersebut.

2! Amirotul Lizzah, Perkawinan Menurut Islam Dan Kristen, Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan
Perbandingan Agama, (Surabaya, 2001)
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan hukum Islam tentang perkawinan beda agama

2. Memahami ketentuan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama

3. Memahami persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan Kanonik

Roma tentang perkawinan beda agama.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal
berikut:
1. Kegunaan teoritis, meliputi dua hal:
a. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian
serupa
b. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan
yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai wacana bagi orang-orang yang akan
melakukan perkawinan beda agama untuk lebih memahami dan
mengkompromikan hal-hal yang bersifat prinsip dalam ketentuan hukum

agamanya dan agama pasangannya
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F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu

diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

1. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara dua
orang yang berbeda agama, menurut ketentuan Hukum Islam dan Kanonik
Roma

2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan
diformulasikan dalam ke empat produk pemikiran, di antaranya: figh,
fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan
diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.’> Dalam penelitian ini, hukum
Islam yang dimaksud adalah figh empat mazhab Sunni, yaitu mazhab
Syafi’i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

3. Kanonik Roma adalah peraturan dogma yang dikeluarkan oleh gereja, atau
buku-buku autentik yang dianggap bagian kitab suci yang terangkum

dalam Kitab Hukum Kanonik.

2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafondo Persada, 2003, Cet. VI), 9
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G. Metode Peneclitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang

dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai perkawinan beda

agama menurut hukum Islam dan Kanonik Roma yang meliputi:

a.
b.
c.

d.

Pengertian perkawinan beda agama
Dasar hukum perkawinan beda agama
Rukun dan syarat perkawinan beda agama

Hukum perkawinan beda agama

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian

data adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak

lain; tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.”

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah:

a.

b.

Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, karya Yusuf Qardawi
Alkitab. Qardawi

Al-Mughni karya Imam Ahmad Ibn Hanbal

al-Umm karya Imam Syafi’i

Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid karya Ibnu Rusyd

Codex luris Canonici atau Kitab Hukum Kanonik

B Ibid,
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Jadi penelitian ini adalah penelitian dengan menelusuri literatur yang
berkaitan dengan masalah penelitian dan menelaahnya dengan tekun.%

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis

menggunakan tehnik berikut ini untuk mengolah data:

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah
diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat
dipertanggungawabkan kebenarannya atau tidak.”’

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dsb)
sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.?®

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan

melakukan analisa terhadapnya dengan menggunakan:

a. Analisa data kualitatif deskripsti komparatif, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan dan memperbandingkan data-data
yang telah terkumpul untuk kemudian mencari perbedaan dan
persamaannya tanpa menggunakan model matematik statistik dan
model tertentu lainnya, akan tetapi hanya dengan cara pengecekan

data yang diperoleh.

% Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005), 93
%7 Syamsudin, Operasfonalisasi Penelitian. .., 121
% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar..., 803
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Penclitian ini mendeskripsikan dan mengkomparasikan ketentuan
Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama.

b. Pola pikir deduktif, yaitu menguraikan tema pembahasan dari
rumusan masalah yang bersifat umum menuju rumusan masalah yang
bersifat khusus.”

c. Pola pikir induktif, yaitu menguraikan tema pembahasan dari masalah

yang bersifat khusus ke masalah yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat

sisitematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi.

Bab I adalah pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri
dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penclitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data
yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data),

dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan mengenai ketentuan hukum Islam tentang

perkawinan beda agama yang meliputi: pengertian perkawinan beda agama, dasar

® Ibid, 36
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hukum perkawinan beda agama, rukun dan syarat perkawinan beda agama, dan

hukum perkawinan beda agama.

BAB Il adalah pembahasan mengenai ketentuan Kanonik Roma tentang
perkawinan beda agama yang meliputi: pengertian perkawinan beda agama, dasar
hukum perkawinan beda agama, rukun dan syarat perkawinan beda agama, dan

hukum perkawinan beda agama.

Bab IV adalah analisis mengenai persamaan dan perbedaan ketentuan hukum

Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama.

Bab V adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.
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B. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama
Perkawinan antara Muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan, sesuai

dengan Q.S al-Maidah: 5:*

3 o0 0% 0t ® W ls it - PRI Pry.
;,,Qws,ry&rxw &5 e g f Ll pul o 13 f 13
o e Dl 80 ) 1805 1 L g Gl G Bt el

P .lrr F 3

4 Jo N . . e
(9) DB 1 5529 3 58 AE Tt 23 DY S8 %) ool (gindl ) it

Pada hart ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang
yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.
(dan dihalalksn mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mercka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (puls)
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak
menerima hukum-hukum Islam) Maka hapusiah amalannya dan ia di hari kiamat
Termasuk orang-orang merugi®

Perkawinan yang dilakukan dengan perbedaan agama secara historis telah
dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu di masa Nabi. Nabi menikahi wanita
keturunan Yahudi dari suku Quraidah dan Mustalik, dan seorang wanita dari
Gubernur Romawi di Mesir bernama Maria al-Qibtiyah. Sedangkan para sahabat,
seperti: ‘USman bin ‘Affan, Khuzaifah, dan Sa’ad bin Abi Waqas adalah para

sahabat yang menikah dengan wanita di luar Isiam.5

Sayyld Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 504

Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran Dan Terjemabnya, (Semarang: PT Tanjung Mas
Inti Semarang, 1992), 158
§ Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah, Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?, (Tangerang;
QuitumMedia, t.t), 51
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C. Rukun dan Syarat Perkawinan Beda Agama

Bagi umat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, Islam
tidak mensyaratkan hal-hal lain selain laki-laki yang akan menikah tersebut harus
dominan pada agamanya. Maka ketika melangsungkan perkawinan pun, syarat dan
rukun yang ada dalam perkawinan, juga berlaku pada saat melakukan perkawinan

beda agama.

Berlakunya rukun dan syarat perkawinan pada umumnya dalam perkawinan beda
agama, diikuti dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang muncul karena ikatan
perkawinan itu, seperti adanya kewajiban memberi nafkah, terjadinya talaq, dan hal-
hal lain yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, misalnya: iddah, hubungan

nasab, hak untuk waris mewarisi, dil.’
Adapun rukun perkawinan secara lengkap itu adalah sebagai berikut:

1. Kedua mempelai
2. Wali
Hal ini dipertegas dengan hadis yang berbunyi:
LS Ll g 031 iy oo 31,00 W) 2 s g e 1 o 0 gy JUB 2 5 R0 0
Jit

! Muhammad Amiin as-Syahri Ton ‘Abidin, Rad al-Mukhtar ‘Al7 ad-Dur al-Mukhtar Syarhu Tanwir
al-Absar, Juz. IV, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Iimiyyah, 1994), 347
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Dari “Aisyah, Rasulullah SAW telah bersabda: seorang wanita yang menikah
tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal’
3. Dua orang saksi

Hal ini ditegaskan dengan hadi$ yang berbunyi:

die gaals 5 L VS Yt oy ade B s 0 J gy JU 1 0 aSe 0

Dari ‘Aisyah Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada pemikahan tanpa adanya
wali dan dua orang saksi yang adil’

4. Sigat.*
Sedangkan syarat-syarat perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai:

a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya,
baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal lain yang
berkenaan dengan dirinya.

b. Keduanya sama-sama beragama Islam.

c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak

yang akan mengawininya. Persetujuan ini dalam bentuk kata-kata bagi

? Imam al-Kabir ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, Jilid I, (Tanpa Kota: Dar al=Fikr,
t.t), 136
3 . Ibid, 139

Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al-Abbas Ahmad Tbn Hamzah, Nihayatu al-Mujtahid lla Syarhi al-
Minhgj, Juz. V1, (Tanpa Kota: Dar al-Fikr, 1984), 209
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pihak lelaki dan janda, dan diam bagi gadis. Sedangkan penolakannya
harus dilakukan dengan kata-kata.!’
e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan
perkawinan.'?
2. Syarat-syarat menjadi wali adalah:
a. Beragama Islam, sesuai dengan dalil dalam Q.S at-Taubah: 71
b. Laki-laki
c. Berakal schat
d. Dewasa
e. Merdeka."?
3. Syarat-syarat saksi:
a. Berakal
b. Dewasa
c. Dapat mendengar dan memahami maksud kalimat jjab qabul yang
diucapkan

d. Laki-laki

"' bn Rusyd, Bidiyah al-Mujtahid wa Nibiyah al-Mugtasid, Juz 1 dan 11, (Beirut-Lebanon: Dar Al
Fikr, 2005), 4

12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang:
undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, Cet II, 2007), 64-68

" Abii Milik Kamal Tbn as-Sayyid Salim, Sahih Figh as-Sunnah wa Adillatubu Wa Taudih Masahibu
al-Aimmah, Juz. 111, (Cairo-Egypt: Al-Tawfikia Bookshop, t.t), 144-145
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e. Adil" artinya tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering
terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru’ah atau sopan
santun.'

f. Sebagian ulama ada yang menambahkan dengan mensyaratkan bahwa
wali itu bukan orang fasik.'®

4. Syarat-syarat dari sigat nikah adalah:

a. Bahwa kedua pihak yang mengucapkan akad ijab dan qabul telah dewasa

b. Akad, baik ituijab maupun qabul, ada dalam satu majelis

c. Tidak memisahkan kalimat jjab dan qabul

d. Kedua pihak yang mengucapkan jjab dan qabul dapat mendengarkan dan

memahami maksud kalimat masing-masing pihak."?

D. Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama Islam.
Para ulama masih mempermasalahkan kebolehan nikah beda agama. Apakah nikah
beda agama dihalalkan secara syari’at (hukum Islam), atau temyata diharamkan. Hal
ini terjadi karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan beda agama

itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Perbedaan ini timbul

4 Sabiq, Figh..., 480-481

'* Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 77-78

' Rusyd, Bidayah al-Mujtahid..., 15

17 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz. I, (Beirut-Damsyik: Dar Ibn Kasir, t.t), 147-148
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karena perdebatan pendapat para mujtahid, yang bersumber pada perbedaan
pemahaman atau ijtihad dalam memahami dalil-dalil agama.'®

Adapun adanya larangan perkawinan beda agama, disebabkan karena masalah
fundamen yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang nantinya
dapat membawa kepada kemudharatan. Seperti masalah keteguhan keimanan, dan

permasalahan yang menyangkut akan ancaman keselamatan generasi keluarga

Islam."”

Islam membedakan hukum perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Perempuan Muslim dengan laki-laki non Muslim

Ulama sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh perempuan Muslim
dengan laki-laki non Muslim, baik itu ahli kitab atau dari golongan musyrik, tidak

diperbolehkan.”® Dalil dari larangan ini adalah Q.S al-Mumtahanah: 10.

o - ’ [ - o P - Ll
YA RN AT R P T R R Ay WA o A P YA B vt
s ,,"‘ - - g ;

26 V3 1A G a3 540 Doknd o3 Y5 1 0 G4 Y I ) Bkt o6 iy
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Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih
mengetahui tentang keimsnan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa
mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mercka kepada (suami-
suami merecka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan

1% Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah, Ada Apa..., 47
" Ibid, 49-50
2 gabiq, Figh..., 506
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orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikaniah kepada (suami
suami) mereks, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini
mereka apabila kamu bayar kepada mercka maharnya. dan janganlah kamu tetap
berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka
meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang
ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana®'

Secara tidak langsung, larangan perempuan Muslim kawin dengan laki-laki non
Muslim juga terdapat dalam Q.S al-Maidah: 5. Yang menarik dari al-Maidah: 5
adalah bahwa ketika ayat tersebut berbicara tentang izin bagi kaum Muslimin untuk
makan mMm ahli kitab, discbutkan juga mengenai izin bagi ahli kitab untuk
makan makanan kaum Muslimin, yakni disebut secara timbal balik, agar kaum
Muslimin tidak merasa terlarang memberi makanan ahli kitab. Allah berfirman:
“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (puls) bagi merekd’?* tetapi ketika berbicara tentang

perkawinan, ayat tersebut tidak berbicara secara timbal balik. 2

Larangan ini disebabkan karena laki-lakilah yang akan menjadi pemimpin
rumah tangga, juga menjadi pemimpin dari perempuan Muslim yang dikawininya.
Islam memberikan jaminan kepada perempuan ahli kitab yang dinikahi oleh laki-laki
Muslim akan kebebasan agidahnya, juga hak-hak dan kehormatannya. Sedangkan

agama Nasrani dan Yahudi tidak memberikan jaminan seperti itu. Maka tidak

2! Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran..., 924-925
2 bid., 158
3M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. IV, 2007), 324
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mungkin orang Islam akan menjerumuskan masa depan anak-anaknya pada orang

yang tidak memberikan jaminan kepada isterinya.?*

Di samping itu, kaum Yahudi dan Nasrani tidak mengakui agama Islam, kitab,
dan Rasulnya. Maka mustahil bagi perempuan Muslim untuk menjaga aqidah dan
kehormatan agamanya, jika yang menjadi pemimpin atas dirinya adalah laki-laki

yang menentang keras agama isterinya.?’

Hikmah dari tidak diperbolehkannya perkawinan antara perempuan Muslim

dengan non Muslim adalah sebagai berikut:

a. Bahwa laki-laki non Muslim itu akan menjadi pemimpin keluarga.
Sedangkan Q.S an-Nisa: 141 menyatakan bahwa bahwa orang kafir tidak
boleh menguasai orang Islam

b. Laki-laki kafir itu tidak akan mau mengerti agama isteri yang Muslimah,
bahkan akan mendustakan kitabnya dan mengingkari Nabinya

c. Tidak mungkin dibangun rumah tangga antara Muslim dengan non Muslim

itu karena adanya perbedaan yang sangat jauh.2

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya, Masa’i/ al-Fighiyyah, juga mengatakan hal yang
serupa. Hikmah dilarangnya perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki

non Muslim (walaupun dari Yahudi atau Nasrani) adalah karena dikhawatirkan

* Yusuf Qardawi, Al-Haldl wa al-Haram fi al-Islam, (Tanpa Kota: Maktab al-Wahbah, Cet. XI,
1993), 180

z Ibid,

% Sabiq, Figh..., 507
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wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya
karena terseret oleh agama suaminya. Demikian pula yang ditakutkan terjadi pada

anak-anak hasil perkawinan itu.?’

2. Laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan
perempuan musyrik.?® Tidak dibolehkannya melakukan perkawinan dengan kaum
musyrik ini karena perbedaan yang ada antara keduanya sangat jauh.”’ Yusuf
Qardawi mengatakan bahwa perbedaannya sangat jelas, yakni kaum Muslim adalah
kaum yang bisa membawa dirinya ke surga, sedangkan kaum musyrik akan
menjadikan dirinya masuk neraka®® Perbedaan jauh ini (perbedaan yang dimaksud
adalah mengenai akidah), dipakai banyak ulama untuk alasan ketidakbolehan

perkawinan antara keduanya. Dalilnya adalah Q.S al-Baqarah: 221:
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Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebilh baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mercka
mengajak ke neraks, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

7 Masjtuk, Masail...., 7
2 Sabiq, Figh..., 503. Sayyid Sabiq menggolongkan musyrik dalam beberapa golongan, yaitu: kaum
genyembah berhala, zindiq, orang murtad dari Islam, dan penyembah sapi betina.
M. Rasyid Rida, TafSir al-Manar, Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma’rifsh, Cet.II, 1970), 604
 Qardawi, Al-Haldl wa al-Haram..., 177
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dan Allsh menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran'

3. Laki-laki Muslim dengan perempuan Sabiah, Majusi, dan lainnya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan Sabiah termasuk ahli kitab,
hanya saja kitabnya sudah dipalsukan. Mereka dipersamakan dengan Yahudi dan
Nasrani sehingga perempuan dari golongan ini boleh dinikahi.*> Hal ini juga
diungkapkan oleh Rasyid Rida dalam tafsirannya:

“Jumhur sepakat bahwa kaum Wasaniyyah (bangsa yang menyembah berhala)
itu diharamkan untuk kaum Muslim baik itu makanan maupun perempuan dari
golongan mereka. Para ulama figh berbeda pendapat mengenai kaum Majusi dan
kaum Sabi’in. Abu Hanifah menganggap keduanya sama dengan ahli kitab, begitu
juga dengan kaum Majusi bagi Abu Tsaur. Sedangkan pendapat lain mengatakan
bahwa mereka diperlakukan sebagai ahli kitab hanya dalam urusan jizyah. Mereka

meriwayatkan hadi§: “Jalankanlah sunnah kepada mereka seperti sunnah kepada ahli
kitab, taném memakan sembelihan mereka dan mengawini perempuvan dari golongan

k24

mereka’.

Hamim Ilyas, yang membahas tafsir al-Manar dari sisi Muhammad Abduh dan
Rasyid Rida mmgatM bahwa Muhammad Abduh, ketika menafsirkan Q.S al-
Bayyinah: 98, memperluas cakupan ahli kitab meliputi Yahudi, Kristen, dan Sabiah.
Hal ini karena Yahudi, Kristen, dan Sabiah mengetahui nabi Muhammad dan
mendengar argumen dan bukti-bukti kenabiannya, hingga mereka tidak akan teriepas

dari kelalaian dan ketidaktahuan terhadap kebenaran, sampai datang kepada mereka

*! Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran. .., 53-54
*2 Suhadi, Kawin Lintas Agama, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 43
%3 M. Rasyid Rida, Tafir al-Manar, Juz V1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 136
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bukti yang pasti, yakni Nabi yang membaca kitab suci tanpa campur tangan manusia
dan kedustaan orang-orang yang melakukan pemalsuan.**

Imam Ahmad Ibn Hanbali mengatakan bahwa ulama sepakat mengharamkan
perempuan dari golongan Majusi juga binatang sembelihannya. Hal ini disepakati
oleh ulama kebanyakan kecuali Aba Tsaur.*

Selanjutnya, Rasyid Ridha berpendapat bahwa untuk kaum Wasaniyyah,
Jumhur sepakat mengharamkan makanan maupun perkawinan dengan kaum
tersebut. Sedangkan mereka berbeda pendapat mengenai Majusi dan $abi*in.*®

Jumhur menyatakan bahwa yang termasuk ahli kitab adalah kaum Yahudi dan
Nasrani.’’ Maka, selain dua agama tersebut tidak termasuk dalam ahli kitab

schingga tidak boleh dikawini oleh Muslim.

4. Perkawinan Antara Laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab

Pembahasan mengenai perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan
non Muslim ahli kitab adalah fokus pembahasan yang ada dalam bab ini.

Berdasarkan Q.S al-Maidah: 5, maka laki-laki Muslim boleh menikah dengan

perempuan non Muslim ahli kitab, sebagaimana kaum Muslim dibolehkan memakan

% Hamim llyas, Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga, Pandangan Muslim Modernis Terhadap
Keselamatan Non-Muslim, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), 67-68

%5 Abi Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, A/-Mughni F7 al-Figh al-Imam Ahmad Ibn
Hanbali as-Syaibani, Juz V11, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr 1984) 700

% Rida, Tafir..., 136

37 Kebanyakan ulama dan akademisi banyak yang menyatakan bahwa ahli kitab adalah Yahudi atau
Nasrani. Lihat Rida, Tafsir..., 136, Suhadi, Kawin Lintas..., 39, Imam Abi Abdullah Muhammad Tbn
Idris as-Syafil, A/-Umm, Juz: 11, (Tanpa Kota: Dar al-Fikr, Cet. II, 1983), 282, Qardawi, A/-Halal
wa al-Haram. .., 177-178, dan beberapa referensi yang terkait.



31

sembelihan dari kaum mereka. Selain berdasarkan Q.S al-Maidah: 5, hadi’ Nabi juga
memberikan penjelasan bahwa Nabi pernah menikah dengan wanita ahli kitab, yakni
Mariah al-Qibtiyah (Kristen). Juga perkawinan seorang sahabat Nabi bernama
Huzaifah bin Al-Yaman pernah kawin dengan seorang wanita Yahudi, dan para
sahabat tidak ada yang menentangnya.*®

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa al-Quran membolehkan perkawinan antara
laki-laki Muslim dengan perempuan dari golongan Yahudi atau Nasrani tersebut.”®
Rasyid Rida menyatakan hal yang serupa mengenai kebolehan laki-laki Muslim
menikah dengan perempuan ahli kitab.*® Kebolehan ini disebabkan karena perbedaan

aqidah yang ada pada keduanya berasal dari agidah yang sama.*!

Hikmah diperbolehkannya perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan
perempuan non Muslim ahli kitab ialah karena pada hakikatnya kedua agama
tersebut satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu.
Sehingga diharapkan perempuan non Muslim, baik itu Yahudi atau Nasrani bisa
terbuka hatinya untuk masuk Islam setelah melihat dan mengetahui kesempurnaan

ajaran Islam.*

Syafii dalam A/Umm mengatakan bahwa Allah SWT menghalalkan

perempuan ahli kitab (dalam hal ini Syafi'7 mengatakan bahwa mereka adalah

38 Zuhdi, Masail..., 5

% Qardawi, Al-Halal wa al-Haram. .., 177-178

“Rida, Taflir..., 604 _

! Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, Jilid. I-1V, (Beirut: Dar as-Syartq, 1992), 240
42 Zuhdi, Masail ..., 6-7
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Yahudi dan Nasrani) sebagaimana telah dihalalkan makanan sembelihan mereka.*
Akan tetapi Syafi'l mensyaratkan dua hal yang harus ada pada lelaki yang akan
mengawini perempuan ahli kitab itu. Jika syarat itu tidak ada, maka lelaki itu tidak
diperbolehkan melakukan perkawinan beda agama. Syarat-syarat yang dimaksudkan
oleh Syafi"i itu adalah:

a. Bahwa lelaki itu benar-benar mampu menjaga diri dan berkomitmen dengan
agamanya
b. Bahwa dia tidak takut dan khawatir akan terjerumus dalam agama isterinya
itu.*
Sedangkan dalam hal melakukan perkawinan beda agama, Yusuf Qardawi
memberikan peringatan sebagai berikut:
1. Bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab, yang
benar-benar berasal dari agama samawi
2. Bahwa perempuan ahli kitab yang boleh dikawini itu adalah perempuan
merdeka yang mampu menjaga kehormatan dirinya
3. Bahwa perempuan ahli kitab yang menyakiti umat Muslim, dilarang untuk
dikawini oleh laki-laki Muslim
4. Bahwa Muslimah yang berkomitmen pada agamanya lebih utama bagi laki-
laki Muslim dari pada perempuan Muslim yang hanya mewarisi agama dari

orang tuanya

* Syafifi, A/-Umm, 282
“ Ibid., 285
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5. Bahwa jika lelaki Muslim itu takut akan kelangsungan dan keselamatan
aqidah anak-anaknya kelak, maka ia wajib menjaga agamanya dan menjauhi
perkawinan yang bisa mendatangkan bahaya itu

6. Jika jumlah kaum Muslim dalam suatu negara hanya sedikit, maka menurut
pendapat yang paling benar adalah tidak membolehkan perkawinan laki-laki

Muslim dengan perempuan ahli kitab dalam kondisi yang seperti itu.*

Selaras dengan dua pendapat di atas, M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa
dalam konteks perkawinan laki-laki Muslim dengan ahli kitab, ada dua hal yang

perlu digarisbawahi:

Pertama, yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah mengawini perempuan-
perempuan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) yang diistilahkan oleh ayat di atas

dengan a/-Muhsanat, yakni perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya.

Kedua, walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan ahli kitab dalam
kelompok yang dinamai musyrik, ini bukan berarti ada izin untuk pria ahli kitab
mengawini Muslimah.*®

Sedangkan dari segi kemasyarakatan, Islam memperbolehkan seorang laki-laki
Muslim kawin dengan perempuan ahli kitab dengan tujuan tersebarnya agama Islam,
tetapi Islam membiarkan orang-orang ahli kitab tetap berpegang kepada agama

mereka, agama Samawi, meskipun mereka telah mengubahnya. Islam menghendaki

* Qardawi, A/-Halil wa al-Haram. .., 178-179
4 Shihab, Perempuan, 323
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agar umat Islam menyebarkan Islam di kalangan ahli kitab, yang di samping
dilakukan dengan lisan dapat pula dilakukan dengan perbuatan, bahkan dakwah
dengan perbuatan itu lebih besar pengaruhnya, lebih mudah dimengerti dari pada
dakwah dengan lisan. Maksudnya kaum Muslimin supaya berbuat baik di

masyarakat.*’

Namun, sesungguhnya ada perbedaan di kalangan ulama mengenai makna ahli
kitab. Para ulama dan pakar Islam memberikan penjelasan mengenai siapa yang

dimaksud dengan ahli kitab dalam Q.S al-Maidah: 5.

Hamim Ilyas yang membahas al-kitab dalam tafsir a/-Manar menyatakan bahwa
ayat-ayat yang mengandung istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas yang
disebut ahli kitab itu ditujukan dan berhubungan dengan kaum Yahudi dan atau
Kristen.”* Muhammad Abduh juga mengatakan demikian ketika membahas asbab

nuzil turunnya Q.S al-Bayyinah.*’

Berbeda dengan M. ‘Abduh, Rasyid Rida menggunakan kriteria memiliki kitab
suci atau mengikuti nabi yang dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim maupun

bukan. Dia memasukkan kaum Majusi, Hindu (dan Jaina?), Budha, Kong Hu Cu (dan

‘" H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, Edisi. II, 2002), 51-52

*® Ilyas, Dan Ahli Kitab..., 61

¥ Muhammad Abduh, Zafsir Juz ‘Amma, Terjemahan dari Tafsir Juz *Amma, Muhammad Bagir,
(Bandung: Mizan, 1998), 269
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Tao?), dan Shinto ke dalam komunitas ahli kitab, di samping sudah barang tentu

Yahudi, Kristen, dan S$abiah.*

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa ahli kitab itu halal baik makanan maupun
sembelihannya, karena mereka mempunyai tauhid yang sama seperti Islam. Bahkan
tidak dibedakan apakah itu ahli Zimmi, atau harbi sesuai dengan penggalan dalam
Q.S al-Maidah: 5:%' (Makanan orang-orang yang diberi ahli kitab itu...).”* Mazhab
Syafi'i juga menghalalkan perkawinan itu. Akan tetapi, definisi ahli kitab menurut

Syafi’l hanya berlaku untuk kaum Yahudi dan Nasrani, bukan Majiisi atau Sabi’in.>®

Adapun yang berpendapat bahwa ahli kitab itu adalah golongan Yahudi dan

Nasrani berpegang pada Q.S al-An*am: 156:**

(Vo) Sl s b U5 O W s il e s 30 3 of
(Kami turunkan AIl-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu
hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami

tidak memperhatikan apa yang mereka baca.™

Para akademisi terkemuka seperti Hamim Ilyas dalam buku Dan Ahli Kitab Pun

Masuk Surga”® atau Fazlur Rahman dalam bunga rampai Studi Al-Quran

> Tlyas, Dan Ahli Kitab..., 68

51 Rida, Tafsir..., 148 _

52 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran..., 153
3 Rida, Tafsir..., 156

> Ibn Qudamah, A/-Mughni..., 100 _

% Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran..., 259
% flyas, Dan Ahli Kitab..., 71-84 '
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Kontemporer,”” menyampaikan bagaimana agama lain selain Islam seperti Yahudi,
Kristen mempunyai jaminan keselamatan asalkan tetap beriman dan beramal saleh.
Fazlur Rahman mengatakan, bahwa al-Quran secara berulang-ulang mengakui
adanya orang-orang saleh di dalam kaum-kaum tertentu, ahli kitab, seperti Yahudi,
Kristen dan Sabi’in, sebagaimana pengakuannya akan adanya orang-orang yang
beriman di dalam Islam.*® Hal itu tercermin dalam Q.S al-Maidah: 69 yang
menyatakan:

%Gl 1oy W ¢ alle 13T 2 (A alially 1530 Sy 1,AT Ll Oy

’_ o 03 .o o, L
%) Uy}’q.rh\})r.’g,,lﬁuf

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudj, Sabi’in dan orang-orang
Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati™

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa di antara ke empat
macam perkawinan beda agama yang dilakukan oleh umat Muslim, maka yang
diperbolehkan oleh Islam hanyalah perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim
dengan perempuan non Muslim ahli kitab, dengan dalil-dalil dan penjelasan yang

sudah disebutkan sebelumnya.

57 Fazlur Rahman, “Keselamatan Ahli Kitab”, dalam Studi A/-Quran Kontemporer, Wacana Baru
Berbagai Metodologi Tafsir, Muhammad Syahrur, dkk, Abdul Mustagim eds. (Yogyakarta: PT Tiara
Wacana Yogya, 2002), 49-55

** Ibid,, 50-51 _

% Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran..., 172



BAB I
KETENTUAN KANONIK ROMA

TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A, Definisi Perkawinan Beda Agama |
Definisi perkawinan beda agama atau kawin campur dalam agama Katolik
merujuk pada kalimat Motu Propio “Matrimonia mixta” Paus Paulus VI yaitu:
“Kawin campur, yakal perkawinan antara pihak Katolik dengan pihak non-Katolik
baik yang dibaptis maupun tidak dibaptis,...selalu diikuti gercja dengan tugasnya
dengan keprihatinan yang besar.”!
Dari definisi di atas dapat dirinci bahwa yang termasuk kawin campur dalam
agama Katolik meliputi:
1. Kawin campur antara Katolik dan non-Katolik yang dibaptis (Kristen
Protestan) sclanjutnya disebut dengan kawin campur beda gereja. Dalam
Kitab Hukum Kanonik, disebutkan definisi mengenai perkawinan beda
gereja, yaitu dalam Kan. 1124:
“Pérkawinaa antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis
dalam Gergja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak

meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain
menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai

! Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gerefa, (Malang: Dioma, Cet.
VI, 2009), 55-56

37
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kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin yang jelas dari otoritas
yang berwenang, dilarang’ >

. Kawin campur antara Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis
(Islam, Hindu, Budha, atau agama lain) selanjutnya disebut dengan kawin

3 Sedangkan definisi perkawinan beda agama

campur beda agama.
disebutkan dalam Kan. 1086 - $ 1. : ” Perkawinan antara dua orang, yang di
antaranya satu lelah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di
dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan

yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”.*

Kategori orang yang tidak dibaptis sangat luas, menyangkut katekumin,’
simpatisan, penganut agama ancka non Kristen, sekte-sekte dan bahkan
orang yang tak beragama maupun orang ateis, yang mempunyai keyakinan

masing-masing juga dalam hal perkawinan, dengan segala akibatnya.®

Perkawinan beda agama, seperti yang telah didefinisikan sebelumnya, bukanlah

perkawinan yang ideal menurut gereja Katolik.” Hal ini karena tiap-tiap agama yang

ada dan diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya,

2 Konferensi Waligereja Indonesia, Kitab Hukum Kanonik, (Jakarta: KWI, Cet. 11, 2009), 300

3 Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Imam Di Ambang Batas, (Semarang: Kanisius, 2009), 261

4 Konferensi Waligereja Indonesia, Kirab Hukum.. ., 293

’ Katekumin adalah orang yang menerima pengajaran mengenai prinsip-prinsip agama Kristen
sebagai persiapan menuju pembaptisan. Wikipedia Bahasa Indonesia, “Ensiklopedia Bebas”, (20 April
2010) atau dapat dikatakan sebagai pengikut pelajaran agama sebelum dibaptis. Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi. Il (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 516

8 Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur..., 59

” Kusumawanta, Imam Di Ambang. .., 261
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berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan halangan bagi pria dan wanita
untuk melangsungkan perkawinannya secara sah.®

Pengertian Katolik di sini, berdasarkan Kan. 1124, Kan. 1086 $ 1, dan Kan.
1177 diberi pembatasan, yakni “dibaptis dalam Gereja Katolik atau sesudah
pembaptisan diterima dalam Gereja Katolik dan tidak meninggalkannya dengan
tindakan formal”

Pengertian Katolik dalam hal perkawinan beda agama diperjelas lagi dengan
penjelasan Piet Go dan Suharto dalam bukunya, yaitu:

“Orang Katolik yang memenuhi persyaratan tindakan formal meninggalkan
gereja tidak terkena halangan nikah beda agama, tidak terkena larangan kawin beda
gereja, tidak terikat tata peneguhan Kanonik, maka perkawinannya dengan orang
yang tidak dibaptis dan tanpa dispensasi, tanpa peneguhan Kanonik adalah sah,
perkawinannya dengan orang Kristen tanpa izin Ordinaris wilayah, tanpa peneguhan
Kanonik adalah sah, asalkan tidak ada halangan lain. Sebaliknya orang Katolik yang
tidak memenuhi persyaratan tindakan formal meninggalkan gereja, jadi terikat oleh
ketentuan-ketentuan kawin campur, tetapi diperlukan seolah-olah sudah
meninggalkan gereja, maka perkawinannya tanpa dispensasi dan tanpa peneguhan
Kanonik adalah tidak sah”.'"®

Maka dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Orang Katolik yang secara formal meninggalkan gereja, jika melakukan

perkawinan campur baik itu beda gereja maupun beda agama, maka tidak

merujuk pada Kitab Hukum Kanonik dan tanpa perlu dispensasi, selama

tidak ada halangan lain

® Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
1997), 59

% Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur..., 57

1° bid,, 58
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2. Sebaliknya, orang Katolik yang secara formal tidak meninggalkan gereja,
jika melakukan perkawinan beda agama, maka merujuk pada Kitab Hukum

Kanonik dan dengan dispensasi.

B. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Berikut ini adalah bunyi dari 1 Kor 7:12-16 yang dijadikan dasar dibolehkannya

melakukan perkawinan beda agama:

“Kepada orang-orang selain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang
saudara beristrikan scorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup
bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada
seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup
bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang
tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu
dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah
anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak Kudus. Tetapi kalau orang
yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian
saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam
damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau
tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai
suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?”.!!

Dalam hal ini, Paulus menegaskan perlunya mempertahankan status quo “hidup
dalam keadaan waktu dipanggil Allah”, kecuali jika pihak yang tidak beriman mau

bercerai. Sikap ini diberi alasan “karena suami yang tak beriman itu dikuduskan oleh

"' Kusumawanta, Imam Di Ambang. .., 253-254
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isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya...(1 Kor 7:

14).12

C. Rukun dan Syarat Perkawinan Beda Agama

Rukun dan syarat yang ada dalam perkawinan seagama dalam agama Katolik
juga berlaku untuk perkawinan beda agama. Akan tetapi, ada beberapa syarat dan
ketentuan tersendiri yang harus dilakukan oleh kedua mempelai selain memenuhi

syarat dan rukun tersebut.
Adapun syarat dan rukun perkawinan dalam agama Katolik yaitu:

1. Kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) dengan syarat sebagai berikut:

a. Harus seagama

b. Sehat jasmani dan rohani

c. Sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

d. Sudah dewasa, yakni bagi wanita berumur 17 tahun dan pria berumur
22 tahun harus dengan persetujuan orang tua, sedangkan bagi wanita
yang berumur 22 tahun dan pria berumur 27 tahun membutuhkan
persetujuan orang tua dan mereka berhak mengambil keputusan sendiri

e. Pengakuan imam kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat

dengan realisasi menerima baptisan air.

2 ibid, 254
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2. Wali, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Harus seagama

Sehat jasmani dan rohani

Sadar tanpa paksaan

Satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan

Harus kedua orang tua masing-masing/kerabat dekat yang lebih tua, Ini
diperuntukkan bagi wanita berumur 17 tahun dan pria berumur 27
tahun. Sedangkan bagi wanita yang berumur 22 tahun dan pria berumur

27 tahun boleh wali gereja.

3. Saksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a.

d.

€.

Menghadirkan dua orang saksi, baik pria maupun wanita (satu dari
pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan). Kalau tidak ada saksi
dari kedua belah pihak, maka boleh mengambil saksi dari majelis gereja
(pengurus gereja)

Orang yang sudah menikah

Hidupnya baik

Harus seagama

Cakap (menguasai segi-segi pernikahan).

4. Sakramen, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
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a. Dilaksanakan di dalam gereja, jika kedua mempelai tidak bermasalah
(suci), dan harus dilaksanakan di luar gereja, jika kedua mempelai
bermasalah (dosa)

b. Kedua mempelai disahkan pernikahannya dihadapkan Allah yang

dibimbing oleh pendeta."
Pada umumnya isi janji perkawinan itu adalah sebagai berikut:

“Saya... (menyebut nama sendiri) menerima engkau sebagai isterikw/suamiku
dan berjanji bahwa: saya akan tetap setia kepadamu dan tidak akan meninggalkan
engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dan dalam segala sesuatu
yang akan datang, demi kasih karunia Yesus Kristus dan selama Allah memberi
hidup kepada kita bersama”.'*

Janji pernikahan tersebut diucapkan oleh kedua mempelai dengan bergantian
sambil berjabat tangan di hadapan Tuhan sebagai perancang perkawinan, Pendeta
yang memimpin acara perkawinan, majelis gereja dan jemaat yang bersangkutan dan

kedua pihak orang tua dan kaum keluarga sebagai saksi."®

Menurut agama Katolik, yang menjadi inti dari suatu akad perkawinan adalah

suatu kesepakatan nikah. Hal ini merupakan unsur konstitutif perkawinan, artinya,

" Amirotul Lizzah, Perkawinan Menurut Isiam Dan Kristen, Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan
Perbandingan Agama, (Surabaya, 2001), berdasarkan hasil wawancara dengan Pdt. Sutedjo pada
tanggal 26 Mei 2001 di Menganti Gresik, 39-41
s ;b I;us;gy, Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan, (Malang: Gandum Mas, 1994), 28

)]



unsur tersebut menentukan terciptanya atau terbentuknya sesuatu, schingga kalau
unsur itu tidak ada sesuatu itu tidak tercipta atau tidak ada.'®

Paragraf dua dari Kan. 1057 memberikan definisi dan objek/isi dari kesepakatan
nikah: “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-
laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk
membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”."’

Sebagai tindakan kehendak khas manusiawi, berdimensi personal, moral,
religius, dan yuridis sekaligus, maka kesepakatan nikah harus memiliki beberapa
karakteristik sebagai berikut:

a. Personal

b. Internal

¢. Dinyatakan secara eksternal

d. Bebas

e. Dipertimbangkan

f. Utuh

g. Timbal-balik

h. Simultan

i. Tidak bisa ditarik kembali.'®

' Alif Catur Raharso Pr, Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik, (Malang: Dioma, 2006),
112

'7 Konferensi Waligereja Indonesia, Kitab Hukurm..., 286

18 Raharso, Paham Perkawinan..., 119-126
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Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai dalam melakukan

perjanjian perkawinan atau kesepakatan nikah, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah
dibaptis yang dibuat dengan bebas dan sukarela dan tidak dihalangi oleh
hukum kodrat atau gereja. Kesepakatan ini merupakan syarat mutlak untuk
perjanjian perkawinan

2. Kesepakatan diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas
atas nama gereja untuk memimpin upacara perkawinan dan untuk memberi
berkat gereja

3. Perjanjian perkawinan harus didahului oleh persiapan menjelang perkawinan
yang mencakup pengajaran tentang martabat kasih suami-istri, tentang

peran masing-masing dan pelaksanaannya.'’

D. Hukum Perkawinan Beda Agama
Walaupun perkawinan campur dibedakan menjadi perkawinan beda gereja dan
perkawinan beda agama, akan tetapi seluruh peraturan mengenai kawin campur beda

gereja juga diterapkan pada kawin campur beda agama. Perbedaaannya hanya

'” Stefanus Tay dan Ingrid Listiati Tay' “Indah dan Dalamnya Makna Sakramen Perkawinan Katolik,”
dalam http//katoisitas.org. (10 Pebruari 2010)
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terletak dalam sifat tiadanya pembaptisan sebagai halangan nikah, dan pembaptisan

non Katolik sebagai larangan.?’

1. Perkawinan Beda Gereja

Adapun aturan mengenai perkawinan campur beda gereja diatur dalam bab VI

Kan. 1124-1129.%

Perkawinan beda gereja ini boleh dilakukan apabila merujuk pada Kan. 1125

dan 1126, yaitu dengan mendapatkan izin?? dari ordinaris wilayah.
Kan. 1125:

“Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan
yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

1’ pibak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman
serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu
dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja
Katolik;

2’ mengenai Janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain
hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian schingga jelas bahwa ia
sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;

% kedua pibak hendsknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki
perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya”

%0 piet Go, O.Carm dan Subarto, Kawin Campur..., 57

2 bid, 57

2 Ada perbedaan dalam KHK mengenai izin dan dispensasi. Untuk perkawinan campur beda gereja,
maka yang dibutuhkan adalah izin, yang dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa izin merupakan
persetujuan otoritatif atau kondisi yang diberikan otoritas yang berwenang agar seseorang dapat
berbuat halal sesuai dengan hukum. /bid,, 60
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Kan. 1126:

Adalah tugas Konferensi Para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan

dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal

itu menjadi jelas, juga dalam tata lahir, dan cara pihak tidak Katolik

diberitahu®*

Pelanggaran larangan yang membutuhkan izin nantinya tidak membuat
perbuatan menjadi tidak sah, tetapi hanya tidak halal. Sistem pemberian izin
memungkinkan Ordinaris wilayah ikut mempertimbangkan pro dan kontra kawin

campur dalam situasi tertentu.?

Adapun alasan “yang wajar dan masuk akal” diakui mempunyai makna yang
kurang tajam. Akan tetapi, praktek dan pengalaman gereja bertahun-tahun
menghasilkan semacam kesepakatan mengenainya. Secara teoritis, ungkapan itu
dapat diartikan: alasan yang dapat mengimbangi resiko dan segi-segi negatif kawin
campur yang menyangkut nilai-nilai seperti iman pihak Katolik, pendidikan iman
anak-anaknya dan kesejahteraan perkawinan itu sendiri, tetapi tidak hanya secara

abstrak, melainkan secara konkret dengan memperhatikan situasinya.?®

Demikian pula, dalam halnya pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak
non Katolik, gereja tidak bermaksud memojokkan pihak non Katolik ke dalam
situasi yang membuat ia terpaksa melawan hati nuraninya. Pemberitahuan itu

dimaksudkan supaya pihak non Katolik benar-benar menyadari janji serta kewajiban

2 Konferensi Waligereja Indonesia, Kitab Hukum. ., 300-301
2 Ibid,, 301

% Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur...., 60-61

% Ibid,, 61
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pihak Katolik. Pemberitahuan ini dilakukan sejak awal supaya ada kejelasan dan
kejujuran dalam hubungan keduanya. Dengan demikian, gereja berpendapat, gereja
menghargai kebebasan agama dan hati nurani pihak non Katolik, dan di lain pihak
teguh pada keyakinannya sendiri mengenai nilai iman Katolik yang harus

diamankan.?’

Selain itu, sebelum peneguhan perkawinan, maka pihak gereja memberi
penjelasan mengenai perkawinan dengan konsekuensinya. Hal ini karena adanya

perbedaan paham mengenai perkawinan serta moral perkawinan masing-masing

pihak 2

Karena banyaknya unsur kesamaan dan kebersamaan antara gereja Kristen dan
gereja Katolik, maka kawin campur beda gereja tidak dimasukkan ke dalam kategori
halangan nikah, melainkan dimasukkan dalam kategori larangan nikah. Hal ini
dikarenakan masih ada perbedaan mendasar yang merupakan faktor resiko untuk

iman dan kesejahteraan perkawinan.?’

2 1bid., 63-64
2 Ibid, 64
® Ihid,, 59



49

Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan dan

penilaian “nikah Gereja™:

a. Bagi pihak Katolik ada beberapa nilai yang menurut paham dan
penghargaan teologi Katolik lebih tinggi daripada dalam teologi Protestan,
yaitu:

1) Peranan gereja

2) Peranan peneguhan Kanonik yang dituntut untuk sahnya perkawinan
(pemberian dan penerimaan konsensus di hadapan peneguhan sebagai
wakil resmi Gereja)

b. Bagi pihak Protestan rupanya faktor-faktor tersebut tidak dinilai setinggi

seperti dalam gereja Katolik.>

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, dalam Kitab Hukum Kanonik, masuk dalam Bab III

mengenai Halangan-halangan Yang Menggagalkan Pada Khususnya.

Perkawinan ini dilarang, kecuali telah mendapatkan dispensasi, yang untuk
mendapatkan dispensasi itu, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang

disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu Kan. 1125 dan 1126 sebagaimana

3 id, 65-66
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yang telah disebutkan sebelumnya’' Dispensasi dalam KHK ini memiliki
pengertian: pelonggaran hukum gerejawi dalam kasus khusus oleh otoritas yang
berwenang (bdk. Kan. 85), antara lain oleh Uskup Diosesan demi kesejahteraan
rohani umat (Kan. 87 $1), dengan alasan yang wajar dan masuk akal menurut
keadaan kasus dan bobot hukum (Kan. 90 $1).** Tindakan yang memerlukan
dispensasi ini mengakibatkan tidak sahnya tindakan itu. Sistem dispensasi
memungkinkan gereja menentukan kebijakan umum secara luwes, artinya, dengan

memungkinkan kekecualian.*?

Dengan penilaian yang berbeda terhadap kawin campur beda gereja yang “hanya
dilarang” dan kawin campur beda agama yang merupakan halangan nikah, gereja
menunjukkan penghargaan terhadap pembaptisan Kristen dan keberatan lebih besar

terhadap perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis.>*

Adapun pandangan hukum agama Katolik mengenai perkawinan beda agama
adalah bahwa pada dasarnya gereja Katolik menginginkan perkawinan yang ideal,

yaitu perkawinan antara orang Katolik dan orang Katolik >

Menurut pandangan gereja Katolik, perkawinan antara pemeluk agama yang

berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan

3! Kan. 1086 - $ 2 yang berbunyi: “Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecvali telah
dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalsm Kan. 1125 dan 1126”. Konferensi Waligereja Indonesia,
Kitab Hukum..., 293

32 Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur. ..., 61

3 Ibid, 61

% bid, 60

» Kusumawanta, Imam Dj Ambang..., 261
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keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman,
konflik batin, konflik hak asasi, konflik sistem nilai, konflik kewajiban asasi
terhadap anak, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik-
konflik lainnya terutama setelah api cinta tidak lagi menyala. Oleh karena itu,
menurut agama Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama

hendaknya dihindari.*®

Akan tetapi, agama Katolik memberikan jalan keluar bagi umatnya yang ingin
melakukan perkawinan beda agama dengan membuat peraturan mengenai kawin
campur tersebut dalam KHK 1983. Sehingga, agama Katolik membolehkan
-pengikutnya melakukan kawin campur dengan berbagai persyaratan yang harus

dilakukan oleh kedua mempelai.

3. Peneguhan Perkawinan

Ada ketentuan jelas yang mutlak dilaksanakan dalam perkawinan campur, yaitu
Gereja Katolik menuntut agar perkawinan diteguhkan menurut tata-peneguhan
Kanonik, namun tanpa mengharuskan pihak yang tidak dibaptis untuk berpindah

agama.’’ Kan. 1127°® memberlakukan kewajiban pemakaian tata peneguhan Kan.

** Daud Ali, Hukum Islam..., 60

%" Raharso, Paham Perkawinan..., 180

® Kan. 1127 $ | ”"Mengenai tata pencguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur
hendaklah ditepati ketentuan-ketenmtuan Kan. 1108; tetapi jikalau pihak Katolik melangsungkan
perkawinan dengan pihak non Katolik dari ritus timur, tata peneguhan Kanonik perayaan itu hanya



52

1108 untuk meneguhkan kawin campur, juga melarang melakukan peneguhan

perkawinan secara ganda.’’

Kan 1108 -§ 1:

“Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau
Pastor-paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari
mereka itu, yang mencguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu
harus menurut peraturan-persturan yang dinyatsksn dalam kanon-kanon di bawah
Ini, serta tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon
144% 111281, 1116 dan 11277 $ 1-2".

diwsjibkan demi licitnya saja; sedangkan demi sahnya dituntut campur tangan pelayan suci, dengan
mengindahkan ketentuan-ketentuan lain yang menurut hukum harus ditaati”

$ 2 "Jika terdapat kesulitan-kesulitan besar imtuk menaati tata peacguban Kanonik, Ordinaris
wilayah dari pibak Katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari tata peneguban Kanonik itu
dalam tiap-tisp kasus, tetapi setelah diminta pendspat Ordinaris wilayah tempat perkawinan
dirayakan, dan demi sahnya harus ada suatu bentuk publik perayaan; Konferensi Para Uskup berhak
menetapkan norms-norms, agar dispensasi tersebut diberikan dengan alasan yang disepakati
bersamd’

$ 3 "Dilarang, baik sebelum atau sesudah perayaan Kanonik menurut norma $ 1, mengadakan
perayaan kesgamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud menyataksn atau memperbaharui
kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan perayaan keagamaan, di mana peneguh Katolik
dan pelayan tidsk Katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama, dengan
melakukan ritusnya sendiri-sendiri”. Konferensi Waligereja Indonesia, Kitah Hukum..., 65

** Piet Go, O.Carm dan Suharto, Kawin Campur. .., 65

“ KHK 144 - $ 1: “Dalam kekeliruan umum mengenai fakta atau hukum, demikian juga dalam
keraguan yang positif dan probable, baik mengenai hukum maupun mengenai fakta, Gereja
melengkapi kuasa kepemimpinan cksekutif, baik untuk tata-lahir maupun tata-batin”. Konferensi
Waligereja Indonesia, Kitab Hukum..., 65

*'KHK 1112 - $ 1: “Di mana tiada iman dan diakon, Uskup diosessn dapat memberi delegasi kepada
orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari Konferensi Para Uskup
dan diperoleh izin dari Takhta Suci’. Ibid, 298

2 KHK 1116 - $ 1: “Jika penegul yang berwenang menurut norma hukum tidak dapat ada atau tidak
dapat dikunjungi tanps kesulitan besar, mereka yang bermaksud melangsungkan perkawinan yang
sejati dapat menikah secara sah dan licit di hadapan saksi-saksi sajz

1° dalam bahaya maut

2° di luar bahaya maut, asalkan diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama
saty bulan”,

$ 2: “Dalam kedva kasus tersebut, Jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir, harusiah ia
dipanggil bersama para saksi menghadiri perayaan perkawinan, tanpa mengurangi sahn 1va perkawinan
di hadapan dva orang saksi saja’

KHK 1117: “Tata pencguhan yang ditetapkan di atas harus ditepati, jika sekurang-kurangnya salah
seorang dari mempelai telah dibaptis dalam gereja Katolik atav diterima di dalamnya, dan tidak
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$2:

“Penegulh perkawinan hanyalah orang yanzg hadir menanyakan kesepakatan
mempelai serta menerimanya atas nama gereja’ *

Selain itu, diperlukan pastoral untuk pendampingan pada perkawinan campur

ini berdasarkan Kan. 1128:

“Para ordonaris wilayah serta gembala jiwa-jiwa lain hendaknya mengusahakan
agar pasangan yang Katolik dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campur tidak
kekurangan bantuan robani untuk memenuhi kewasjiban-kewajiban mereks, serta

hendaknya mercka menolong pasangan untuk memupuk kesatuan hidup perkawinan

dan kelvargd”*

Peneguhan dalam perkawinan campur beda gereja dapat dirayakan dengan
perayaan ckumene, yaitu upacara perkawinan dilaksanakan secara ekumeneis.
Artinya, membagi tugas antara pastor dan pendeta dengan meminta izin terlebih
dahulu dari ordinaris wilayah. Jika yang menanyakan kesepakatan dalam peneguhan
perkawinan itu bukanlah Pastor, maka harus dimohonkan dispensasi dari forma
canonica (tata peneguhan Kanonik).*’ Sedangkan untuk perkawinan campur beda
agama, pada umumnya dilaksanakan dengan perayaan ekaristi, kecuali jika ordinaris

wilayah menentukan lain.*

meninggalkannya dengan suatu tindakan formal, dengan tetap berlaku ketentuan Kan. 1127, § 2”
Ibid,, 298-299

“ Ibid, 297

“ bid, 301

% Raharso, Paham Perkawinan. .., 277

“ Ibid, 278



BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN KANONIK ROMA

TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkandung dalam
ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang perkawinan beda agama, maka
dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konstruksi hukum yang

ditawarkan oleh kedua hukum tersebut.

Adapun analisa dari paparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

adalah:

A. Mencari titik persamaan mengenai ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma
tentang perkawinan beda agama
1. Persamaan mengenai hukum perkawinan beda agama
Pada dasarnya, setiap agama menganjurkan para pemeluknya untuk
melakukan perkawinan yang ideal, yaitu perkawinan yang seagama. Namun
fakta di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan beda agama masih

sering terjadi.

54
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Islam membolehkan laki-laki Muslim mengawini perempuan non Muslim
ahli Kitab sesuai dengan dalil dari Q.S al-Maidah: 5 dengan syarat-syarat
tertentu. Ahli kitab diartikan sebagai penganut dua agama besar sebelum
Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Walaupun terdapat banyak perbedaan
pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam Q.S al-
Maidah: 5, namun kebanyakan ulama menyebutkan Yahudi dan Nasrani

sebagai ahli kitab.

Hat ini juga berlaku dalam agama Katolik. Kitab Hukum Kanonik
membolehkan pengikutnya melakukan perkawinan beda agama dengan
memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti yang

tercantum dalam Kan. 1125 dan 1086 - § 2.

. Persamaan mengenai rukun perkawinan

Hal ini meliputi empat point, yaitu:

a. Kedua mempelai

b. Wali

c. Saksi

d. Pengucapan lafaz akad nikah yang dinamakan sigat dalam Islam, dan

sakramen dalam Katolik.
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3. Persamaan mengenai sebagian syarat perkawinan

Agama Islam dan Katolik mempunyai persamaan dan perbedaan mengenai

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Berikut adalah

persamaan yang ada di antara kedua hukum tersebut:

a. Islam dan Katolik sama-sama mensyaratkan bahwa kedua mempelai
yang akan melakukan perkawinan haruslah dewasa.

b. Islam dan Katolik sama-sama mensyaratkan keharusan adanya wali
dalam akad nikah. Wali dari agama Islam disyaratkan dari orang tua
atau kerabat dekat dari pihak wanita yang telah diatur urutannya. Kalau
urutan wali dari yang teratas sampai bawah tidak ada, maka mempelai
dapat menggunakan wali hakim untuk menikahkan mereka. Hal yang
demikian juga berlaku untuk agama Katolik.

¢. Islam dan Katolik sama-sama mensyaratkan keharusan dua orang saksi
yang memiliki kesamaan dari segi jumlah.

d. Islam dan Katolik sama-sama menekankan pengucapan keyakinan pada
Tuhan. Hal ini dapat dilihat dalam pembacaan syahadat pada saat ijab
qabul, sedangkan agama Katolik memerintahkan mempelai untuk
mengakui keimanan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru

selamat dengan realisasi menerima baptisan air.
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e. Islam mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki
Muslim yang akan menikah beda agama. Jika syarat itu tidak ada, maka
perkawinan antara agama tidak diperbolehkan. Syarat-syarat itu adalah:
1) Laki-laki Muslim jtu harus benar-benar dominan dan mempunyai

konsistensi terhadap iman dan agidahnya
2) Tidak ada kekhawatiran terhadap keselamatan imannya dan anak-
anaknya kelak
3) Akad yang dilakukan harus berdasarkan akad menurut perkawinan
Islam. Ini terlihat dari tidak adanya perbedaan rukun dan syarat
dalam perkawinan maupun perkawinan beda agama.
Hal tersebut juga berlaku dalam Hukum Kanonik. Kitab Hukum
Kanonik mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak
Katolik jika ingin mendapatkan dispensasi dengan melihat adanya alasan
yang wajar dan masuk akal di balik perkawinan beda agama itu. Syarat-
syarat yang harus dipenuhi itu adalah:
1) Pihak Katolik;
a) Berjanji dengan sepenuh hati akan menjauhkan segala hal yang
dapat membahayakan imannya
b) Berjanji dengan sepenuh hati serta bersungguh-sungguh akan

mendidik dan membaptis anaknya dalam agama Katolik
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2) Pihak non Katolik;

a) Pihak non Katolik diberitahu mengenai janji pihak Katolik dan
ajaran gereja mengenai perkawinan sebagai sikap jujur dan
terbuka dari gereja Katolik

b) Gereja meminta agar peneguhan perkawinannya menggunakan

Hukum Kanonik.

B. Mencari titik perbedaan mengenai ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma
tentang perkawinan beda agama

1. Perbedaan mengenai definisi mengenai perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang
terjadi antara laki-laki Muslim dengan perempuan non- Muslim ahli kitab.
Pendefinisian ini diambil berdasarkan apa yang terkandung dalam Q.S al-
Maidah: 5. Sebenarnya, ada beberapa model perkawinan beda agama lain yang

tidak disahkan oleh Islam, yaitu:

a. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik
b. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan dari kaum Majusi,
Sabiah, dan kaum lainnya yang tidak termasuk dalam agama Yahudi dan

Nasrani



59

c. Perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non Muslim, baik

musyrik ataupun ahli kitab.

Sedangkan perkawinan beda agama dalam Kanonik Roma adalah perkawinan
yang dilakukan oleh umat Katolik baik itu laki-laki maupun perempuan dengan

non Katolik. Pendefinisian ini mencakup:

a. Perkawinan antara Katolik dengan non Katolik yang dibaptis, yaitu Kristen
Protestan, atau lebih dikenal dengan kawin campur beda gereja. Perbedaan
gereja antara calon mempelai dianggap sebagai larangan nikah.

b. Perkawinan antara Katolik dengan non Katolik yang tidak dibaptis, yaitu
yang beragama selain Kristen Katolik dan Kristen Protestan, atau yang lebih
dikenal dengan kawin campur beda agama. Perbedaan agama ini dianggap
sebagai halangan nikah.

Adapun golongan yang tidak dibaptis ini terdiri dari: ketekumin, simpatisan,
penganut agama aneka non Kristen, sekte-sekte dan bahkan orang yang tak
beragama maupun orang ateis, yang mempunyai keyakinan masing-masing

juga dalam hal perkawinan, dengan segala akibatnya.
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2. Perbedaan tentang siapa yang boleh menikah beda agama.
Islam menjelaskan dalam Q.S al-Maidah: 5, bahwa laki-laki Muslim boleh
menikah dengan perempuan ahli kitab. Penentuan siapa yang boleh
melakukan perkawinan beda agama ini sangat jelas, sehingga perempuan
Islam tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki non Muslim, walaupun itu

ahli kitab. Hal ini merujuk pada Q.S al-Baqarah: 221.

Sedangkan Kitab Hukum Kanonik tidak mempersoalkan apakah pihak
Katolik yang akan menikah itu adalah laki-laki atau perempuan. Semuanya
dipebolehkan melakukan perkawinan beda agama asalkan telah memenuhi

persyaratannya.

3. Perbedaan mengenai beberapa syarat dalam perkawinan

a. Islam tidak menentukan pembatasan umur, hanya saja dikatakan bahwa
kedua mempelai itu harus dewasa. Sedangkan dalam agama Katolik
dibatasi dengan jelas mengenai hal tersebut.

b. Jumlah wali dalam Islam adalah satu orang, yakni dari pihak perempuan.
Sedangkan agama Katolik mensyaratkan adanya dua orang wali
perkawinan, yaitu dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

c. Saksi dalam agama Islam harus berjenis kelamin laki-laki, sedangkan
agama Katolik tidak demikian, yaitu membolehkan apakah saksi itu laki-

laki atau perempuan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum perkawinan
menurut Hukum Islam dan Kanonik Roma, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah bahwa Islam
membolehkan Muslim laki-laki menikah dengan non Muslim ahli kitab
dengan menekankan persyaratan bahwa Muslim laki-laki tersebut harus lebih
dominan kepada agamanya, serta peneguhan perkawinannya dilaukan
menurut Hukum Islam.

2. Ketentuan perkawinan beda agama dalam Kanonik Roma adalah bahwa
agama Katolik membolehkan pemeluk agamanya, baik itu laki-laki maupun
perempuan, menikah dengan non Katolik yang sudah dibaptis ataupun yang
belum dibaptis, dengan menekankan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
Katolik tersebut yaitu harus berjanji tidak akan mengikuti agama
pasangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membaptiskan anaknya
dalam agama Katolik. Peneguhan perkawinannya harus dilakukan menurut

Kitab Hukum kanonik.
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3. Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma
tentang perkawinan beda agama, yaitu:
a. Persamaan, meliputi:
1) Kebolehan hukum perkawinan beda agama
2) Rukun perkawinan beda agama
3) Syarat utama yang diajukan oleh kedua hukum tersebut
b. Perbedaan, meliputi:
1) Definisi perkawinan beda agama
2) Penentuan jenis kelamin bagi umat yang akan menikah beda agama

3) Sebagian syarat dari syarat-syarat perkawinan beda agama
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B. Saran

1. Secara teoretis: skipsi ini bisa dijadikan sebagai acuan akademisi untuk
mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang
perkawinan beda agama, serta dapat digunakan untuk menganalisa
bagaimana korelasinya dengan pendapat-pendapat lain.

2. Secara praktis: skripsi ini bisa dijadikan wacana bagi orang-orang yang akan
menikah beda agama. Hal ini penting karena perbedaan iman antara pasangan
berpotensi mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh salah satu atau
keduanya. Maka, perlu dicermati dan dipahami terlebih dahulu bagaimana
kedua agama tersebut memandang dan mengatur perkawinan beda agama
sebagai bahan pertimbangan supaya tidak terjadi kekacauan pada kemudian

hari karena hal-hal yang tidak bisa ditoleransi oleh masing-masing pasangan.
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